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G U B E R N U R  S U L A W E S I  T E N G G A R A

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR -T TAHUN 2019 

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan 

perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan 

status hukum setiap peristiwa kependudukan dan pcristiwa 

penting yang dialami oleh penduduk Provinsi Sulawesi 

Tenggara baik yang berada di dalam dan/atau diluar Provinsi 

Sulawesi Tenggara;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi * Kependudukan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peinenntnhan 

Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung 

jawab menyelenggarakan : urusan Administrasi 

Kependudukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan huruf b, perlu menctapkan Peraturan 

Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
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Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kcpublik

IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penctapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi 

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 47 Ferpu Tahun 1960 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -  

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -  Tenggara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674); ,
i

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 ten Lang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lcmtxiran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37



Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 265, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5373);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 

tentang Bersyaratan, Ruang lin k u p  dan ta t cara pemberian 

h«k akses serta pemanfaatan Nomor induk kependudukan, 

data kependudukan dan Kartu Tanda penduduk elektronik

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

BABI

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Pemerintah Daerah adalah! Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara;

3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.

4 '
■ J.'

4. Perangkat Daerah adalali unsur pembantu Gubemur dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjudi 

kewenangan Daerah.

5. Instansi Pelaksana adalah Organisasi perangkat jicmerintah 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwennng
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14. Kuantitas Penduduk adalah juralah penduduk akibat dari 

perbedaan antara jumlah penduduk yang Iahir, mati, dan 

pindah tempat tinggal.

15-Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk da lam aspck 

fisik dan non fisik yang meliputi dcrujat kcschatan, 

pcndidikan, pekpijaan, produktivitas, tingkat sosial, 

ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar 

untuk mengembangkan kemampuan dan mcnikmati 

kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, Ixtrbudaya, 

berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

16. Mobilitas Penduduk adalah gerak ke ruangan penduduk 

dengan melewati batas administrasi kabupaten/koln.

17. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gamlwiran 

kondisi, perkembangan dan prospek kependudukai i

18. Database Kependudukan adalah kumpulan bcrbagai jenis 

data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, 

terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan 

perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi 

data.

19. Administrator Database Kependudukan, adalah petugas yang 

mengelola Database Kependudulcan piida Pcnyclengj^ini 

Pemerintah Daerah, yang diberi hale akscs oleh Mentcri.

lembaga negara,20 . Pengguna Data adalali 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
' i ■

dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan 

informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.

21. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Mentcri kepada 

petugas yang ada pada Penyelenggara Daerah untuk dapat 

mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang 

diberikan.

22.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang 

selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

memfasilitasi pengelolaan ! informasi administrasi 

kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi 

Pelaksana sebagai satu kesatuan.
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23. Data Warehouse adalah suatu sistem komputer untuk 

mengarsipkan, melakukan query yang komplck dan 

menganalisis data historis administrasi kependudukan 

secara periodik tanpa membebani SIAK.

24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami 

penduduk yang ham s dilaporkan karena membawa akibat 

terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu 

Tan da Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan 

Iainnya meliputi pindah da tang, perubahan alamat, serta 

status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

25 . Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, 

adalah nomor identitas Penduduk yang l>crsifat unik atau 

khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar 

sebagai Penduduk Indonesia.

26. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu 

identitas keluarga yang memuat data ten tang nama, susunan 

dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota 

keluarga.

27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat 

KTP-el, adalah kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi c:ip 

yang merupakan identitas resm penduduk sebagai bukti diri 

yang diterbitkan oleh instansi pelaksanan.

28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami rich 

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir inati, 

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, 

pengangkatan anak, perubahan nama dan pcruUalum status 

kewarganegaraan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK 

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak im tuk memperoleh:

a. Dokumen Kependudukan;

b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil;
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c. perlindungan atas Data Pribadi;

d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

L ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat 

kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi 

Pelaksana.
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Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kepcndudukan 

dan Peristiwa Penting yang dialaminya kcpada Instansi 

Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang dipcrlukan 

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAM

Pasal 4

Pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab 

menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang 

dilakukan oleh gubem ur dengan kewenangan meliputi: 

el koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi prlaknunuan 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan;

d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan bcrskala 

provinsi berasal dari data kependudukan yang tclah 

dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kcmcntcrian yang 

bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam ncgcri;

e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi 

Kepencjudulcan; dan

f. penyusunan profil perkembangan kependudukan bcrskala 

Provinsi.



P asa l 5

(1) koordinasi penyelenggaraan administrasi kcpendudukan

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan

olch Gubemur dcngan instansi vertikal, lcmbaga Pcmerintah 

Non Kementerian dan Pcmerintah Kabupatcn/Kotn;

(2) koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan 

dcngan perencanaan, pengorganisasian, pclaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi 

kcpendudukan

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b, gubem ur:

a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran i^nduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependutlukmi dmi 

pendayagunaan data kependudukan;

b. melaksanakan supervisi kegiatan data kependudukan serta 

penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan

c. memberikan konsultasi penyelenggaraan administrasi 

kependudukan.

Pasal 7 '

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf c, gubemur mengadakan:

a. koordinasi sosialisasi an tar instansi vertikal dan lembaga 

pemerintah non kementerian;

b. keija sama dengan organisasi kemasyarakatan dan
i

perguruan tinggi;
i

c. sosialisasi iklan layanan masyaralcat melalui media cetak dan

elektronik; dan <

d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan 

masyarakat.



Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf d, gubemurmelakukan:

a. pengelolaan data kependudukan yang bcrsifat 

perseorangan, agregatdan data pribadi; dan

b. penyajian data kependudukan yang valid,! akurat dan 

dapat dipertanggungjawabkan.

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik.

(3) Penyediaan informasi administrasi kependudukan

registrasi an tar perangkat daerah;

b. koordinasi data kependudukan melalui rapat koordinasi, 

konsultasi, sinkronisasi dan penyamaan persepsi.

c. koordinasi data kependudukan dalam membentuk 

database kependudukan yang sah, akurat dan dapat 

dipertanggung jawabkan untuk pelayanan publik dan 

perencanaan pembangunan.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 huruf d, gubem ur melakukan koordinasi-.

dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan 

dan tindakan koreksi.



1 0  ,

*6aBIV

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDIJKAN

Bagian Kesatu 

Pengelolaan Data

Pasal 10

dilindungi kerahasiaannya oleh Gubemur melalui Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

Pasal 11

(1) Database kependudukan di Daerah bersumber dari:

a. database kependudukan kabupaten/kota yang 

berbasiskan registrasi penduduk dalam SIAK yang 

diintegrasikan dengan hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil; dan

b. pengelolaan data mandiri yang menjadi tanggung jawab 

Penyelenggara Pcmcrintah Daerah.

(2) Pcnyelcnggara Pemerintah Daerah melakukan pcmeliliaraan 

dan pengamanan database kependudukan Daenih.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemclihanmn dan 

pengamanan Database Kependudukan dilaksanakan sesuai

Bagian Kedua 

Pengelolaan Dokumen

Pasal 12

Dokumen kependudukan wajib dikelola, disimpan dan 

dilindungi kerahasiaannya oleh jGubemur melalui perangkat 

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintalian di biding 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pengguna 

data.



Bagian Kctiga

Pasal 13

(1) Pengelolaan informasi adminlstrasi kepcnduduknn 

dilakukan melalui pembangunan SIAK.

(2) Pengelolaan SIAK bertujuan:

a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk 

dan Pencatatan Sipil;

b. menyediakan data dan informasi skala namoiml dim 

daerah mengenai hasil i  pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil yang akiirat, lcngkap, mutakhir dan 

mudah diakses;

c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik mcLiiui 

sistem pengenal tunggal, i dengan tctap menjarnin 

kerahasiaan

Pasal 14

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang lerdiri atas 

unsur:

a. database; ~

b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;

c. snmber daya manusia;

d. pemegang hak akses;

e. lokasi database;

f. pengelolaan database;

g. pemeliharaan database;

h. pengamanan database;

i. pengawasan database; dan

j. data cadangan.

k. perangkat pendukung;

l. tempat pel^anan;

m. pusat data;

n. pusat data cadangan; dan

o. jaringan komunikasi data.



Pasal 15

(1) Data base Kependudukan scbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf a mcrupakan kumpulanbcrbugai jcnis data 

kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan 

yang saling berhubungan satu surna lain dengan 

raenggunakan perangkat lunak, perangknt kcras dan 

jaringan komunikasi data.

(2) Database scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bers umber 

dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(3) Gubemur berkewajiban melakukan pengawasan data jmda 

database Instansi Pelaksana berdasarkan database 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

12

dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diperiukan . uni.uk \

Pasal 16

(2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sccara semi

Pasal 17

14 huruf c adalah pranata komputer.

ayat (1) belum tersedia, berdasarkan izin Gubemur dapat

menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai 

kemampuan di bidang kom]

I



Pasal 18

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf d dibenkan kepada Administrator Database

urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan 

dan pencatataan sipil.

Pasal 19

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e 

berada di unit keija daerah yang bidang tugasnya meliputi 

Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Provinsi.

Pasal 20

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf f meliputi kegiatan:

a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pcncatalnn sipil

ke dalam database kependudukan;

b.

c.

sebagaimana dimaksud pada huruf a;

informasi data kependudukan; dan

d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada Imiuf c 

untuk kepentingan perumusan kebijakan ill tmlnng 

pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 21

(1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database 

kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ftisnl 14 

huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan olch Gubemur.

(2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasnn sclwignimann 

dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, 

perangkat keras, perangkat jlunak, jaringan komunikasi, 

pusat data, data cadangan; |

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai 

Peraturan Perundang-undangan. ! ;



Bagian Empat

Pemanfaatan Hasil Fengelolaan 

Pasal 22

(1) Gubemur memberikaa izin pemanfaatan data <Uui nkscs 

Data di tingkat Daerah kepada Administrator Database 

Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Fengguna Data 

Daerah berdasarkan pendelegasian MenterL

(2) Izin pemanfaatan data dan akses Data jsebagaimana

pelaksanaan pcrjanjian keijasama antara perahgkat daerah 

yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil dengan 

pengguna data daerah, i yang sebelumnya harus

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 23

(1) Data kependudukan disimpan | dan dilindungi oleh 

Penyelenggara Pemerintah Daerah. r  .

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

digunakan sebagai sumtier data pcrencanaan peinbangunan 

Daerah. ! |

(3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud puda ayat (1),

perumusan kebijakan di 5 bidang pemerintahan dan

pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik 

lainnya.

(4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud padn ayat (2), 

dilakukan melalui data warehouse yang ditempalknn |>ud« 

Penyelenggara Pemerintah Daerah.
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Pasal 24

(1) Apabila Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalnrn Pasal 

23 ayat (3) bcrmaksud memanfaatkan data, ham s mciriiliki 

izin dari Penyelenggara Pcmerintah Daerah.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibciikan oleh 

Gubemur untuk data Daerah.

Pasal 25

(1) Lingkup pemanfaatan oleh Pengguna Data meliputi NIK. data 

kependudukan dan KTP-el;

(2) Pelayanan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di hidung 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 26

Tata cara pemanfaatan NIK, data kependudukan dan JCIV-cI 

oleh Pengguna Data Daerah, wajib menggunakan aplikasi data 

warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur 

sebegai berikut:

a. permohonan permintaan izin sc cara tertulis dari Pimpinan 

Pengguna Data Daerah kepada Gubemur;

b. pemberian izin pemanfaatan oleh Gubemur kepada 

Pengguna Data Daerah;

c. penandatanganan peijanjian keijasama antara Kepala 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil dengan Pimpinan Pengguna Data Daerah 

sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. pembentukan Tim Teknis oleh Pengguna Data yang sudah 

menandatangani peijanjian keijasama;



e. pemberian hak akscs oleh Guberaur berdasarkan 

permintaan dari Pengguna Data yang sudah mcnandatangani 

peijanjian keijasama;

f. Gubemur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintah di bidang adminstrusi kcjxrndudukan 

dan pencatatan sipil melakukan pengcndalian, pcnguwasan 

dan cvaluasi terhadap pengguna data sccara berkala setiap 6 

(enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan; 

dan

g. Gubemur melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan 

evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f  kepada Menteri 

melalui Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil secara insidental dan berkala setiap 6 (cnam) bulan.

Pasal 27

(1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalaiu l>umil 2S, 

dimanfaatkan untuk semua keperluan, antara lain:

a. pelayanan publik;

b. perencanaan pembangunan;

c. alokasi anggaran;

d. pembangunan demokrasi; dan

e. penegakan hukum dan pencegalian kejaliatan.

(2) Setiap orang atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum 

Swasta harus menggunakan data kependudukan yang 

dikelola oleh Penyelenggara Pemerintah Daemh untuk 

keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V J

PROrcL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 28

(1) Gubemur menyusun profil perkembangan kependudukan 

Daerah;

16.



(2) Gubemur dalam menyusun profil perkembangan 

kcpendudukan provinsi sebagairaana dimaksud pada ayat (I) 

dengan membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan 

Kependudukan Daerah.

(3) Tim Penyusunan Profil Perkembnngan Kcpendudukan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat I (2) dengan 

susunan keanggotaan:

a. Pengarah : Gubemur

b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah

c. Ketua : Kepala Dinas yang menangani
i }

kcpendudukan dan pencatatan sipil

d. Sekretaris : Pejabat Administrator yang

menangani kcpendudukan dan 

pencatatan sipil

e. Anggota : Perangkat Daerah terkait, instansi

vertikal terkait dan/atau 

pakar/tenaga ahli

(4) Tim Penyusunan Profil Pcrkembangan Kcjxrndudukan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan 

dengan Keputusan Gubemur.

Pasal 29

Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kepcndudukan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), mempunyai 

tugns:

a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data 

kependudukan skala provinsi; dan

b. menyajikan dan mempresentasikan profil perUirmlmngan 

kependudukan Daerah.

Pasal 30

(1) Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah 

disusun berdasarkan profil perkembangan kcpendudukan 

kabupaten/kota. yang telah dikonsofidasikan oleh 

Kementerian Dalam Negeri.



(2) Pro 111 Perkembangan Kependudukan Daerah : sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sctiap tahun anggaran.

(3) Profll perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), memuat*

a. pendahuluan;

b. gambaran umum daerah;

c. sumber data;

d. perkembangan kependudukan;

! e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan

f. kesimpulan.
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Pa sal 31

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam i*usal 30 ayat (3) 

huruf a memuat:

a. latar belakang penyusunan;

b. tujuan;

c. ruang lingkup; dan

d. pengertian umum terhadap istilali yang digunaknn dalam 

profll perkembangan kependudulcan.

* Pasal 32

Gambaran umum daerah sebagaimana dimaksud dutam I'usal 

30 ayat (3) huruf b memuat:

a. letak geografis daerah;

b. kondisi demografis daerah;

c. gambaran ekonomi daerah; dan

d. potensi daerah.

Pasal 33

Sumber data, sebagaimana dimaksud dalam !*usnl 30 aynt (3) 

huruf c memuat:

a. registrasi;

b. non registrasi; dan

c. data dari lintas sektor.



Pasal 34

Perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 30 ayat (3) huruf d memuab

a. kuantitas penduduk;

b. kualitas penduduk; dan !

c. mobilitas penduduk.
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Pasal 35

Kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud da lam Pasal 34 

huruf a  m em uat

1. jum lah dan proporsi penduduk m enurut jenis

kelamin/kecamatan/desa; |

2. kepadatan penduduk;

3. laju pertumbuhan penduduk.

b.

1. jum lah dan proporsi penduduk m enurut um ur dan jenis 

kelamin.

a) rasio jenis kelamin;

b) piramida penduduk;

c) rasio ketergantungan.

2. jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin;

a) angka perkawinan kasar;

b) angka perkawinan umum;

c) angka perkawinan m enurut kelompok umur;

d) rata-rata um ur kawin pertama;

e) angka perceraian kasar;

1) angka perceraian umum. 

keluarga, meliputi;

a) jum lah keluarga dan rata-rata jumlali im g g o ta

keluarga;

b) hubungan dengan kepala keluarga;

c) karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur;

d) karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis 

kelamin;

1



e) karakteristik kepala keluarga bcrdasarkun status 

kawin;

f) karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan;

g) karakteristik kepala keluarga berdasarknn status 

pekeijaan.

4. pendudnk m enurut karakteristik sosial:

a) jum lah pcnduduk m enurut pendidikau;

b) pendidikan tertinggi yang ditamatkan;

c) jum lah penduduk menurut agama;

d) jum lah penduduk menurut kecacatan.

5. kelahiran, meliputi;

a) jum lah kelahiran;

b) angka kelahiran kasar.

6. kematian, meliputi; ^

a) jum lah kematian;

b) angka kematian kasar.

i Pasal 36

Kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34: i
huruf b memuat:

a. Kesehatan:

1. kelahiran, meliputi;

a) angka kelahiran m enurut umur;

b) angka kelahiran total;

c) rasio anak perempuan.

2. kematian, meliputi;

a) angka kematian bayi;

b) angka kematian Neonatal;

c) angka kematian post Neonatal;

d) angka kematian anak;

e) angka kematian balita;

f) angka kematian ibu.

b. Pendidikan, meliputi;

1. angka melek huruf;

2. angka partisipasi kasar;

3. angka partisipasi mumi;

4. angka penduduk putus sekolah.
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c. Ekonomi, meliputi;

1. proporsi dan jumlaii tcnaga keija dan angkatan kcija:

a) jumlah dun proporsi tcnaga kcija; dan

b) jumlah dan proporsi penduduk bckcrja dan 

menganggur.

2. angka partisipasi angkatan keija.

3 . jum lah dan proporsi penduduk yang bckctjn mcnurut 

jenis pekerjaan.

d. Sosial, meliputi;

1. jum lah penyandang masalah kesejahteraan sosial;

2. proporsi penduduk penyandang cacat;

3. proporsi penduduk miskin penerima askeskin.

Pasal 37

Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud da lam Pasal 34 

huruf c memuat:

a. mobilitas permanen:

1. migrasi masuk;

2. migrasi keluar;

3. migrasi neto;

4. migrasi bruto.

b. mobilitas non permanen.

c. urbanisasi:

1. persentase penduduk kota; ^

2. rasio kota dan desa. \

Pasal 38 1 j
' ' !

Kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (3) hui uf e m em uat

a. kepemilikan KK;

b. kepemilikan KTP-el

c. kepemilikan akta:

1) akta kelahiran;

2) akta perkawinan;

3) akta perceraian;

4) akta kematian;

5) akta pengakuan anak.

d. kepemilikan surat kctcrangun orang terlantar.
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Pasal 39

Kesimpulan sebagaimana dimaksud d r’am  Pasal 30 ayat (3) 

huruf f mcnggambarkan masalah kependudukan yang dihadupi 

Daerah berdasarkan telaah dan analisis untuk dapat 

dipergunakan sebagai rekomendasi menyusun kebijakan dan 

perencanaan pembangunan.

BAB VI 

PENDANAAN

Pasal 40

Segala biaya yang dipcrlukan bagi pelaksanaan penyelcnggaraan 

administxasi kependudukan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah bcrsumber dari:

a. Anggaran Pendapalan Dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber lain yang sah dan tidak mcngikat scsuai dengan 

Peraturan Ferundang-undangan.

BAB vn 

PELAPORAN

Pasal 41

(1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dila par lean 

secarabeijenjang sesuai dengan susunan pemcrintahnn;

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dmamfutikan 

secara berkala kepada Mentcri

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cam |x:la|x>i:ui' 

penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubemur.

Pasal 42

(1) Gubemur mengkoordinasikan . pelnporan mengenai 

penyelenggaraan administrasi kependudukan dcngun 

kabupaten/kota;

(2) Gubemur melaporkan hasil lcoordinasi schagaiinuna 

dimaksud pada ayat (1) kepada Memeri.
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BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 43

(1) Gubcmur mclakukan pembinaan clan pengawasan trrJmdnp 

penyelenggaraan administrasi kependudukan;

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagalmana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan oleh Dinas yang rnenyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil.

Pasal 44

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal i 43 ayat (1) 

secara umum dilaksanakan oleh Inspcktorat dan secara tcknis 

dilaksanakan oleh Dinas yang rnenyelenggarakan urusan 

Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 45

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalain penyelenggaraan 

administrasi kependudukan

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud |»acla ayat 

(1), dapat dilakukan dengan l>erbagai program yang 

ditujukan pada efektivitas pelayanan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGAKA 

NOMOR TAHUN 2019 

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutam a di bidang Pencatatan 

Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada
l i

perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan 

agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial 

Qelanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang 

demikian itu  tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan 

pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar 

sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan tcrintcgrasi, 

scrta tcrbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dakim suatu
i 1

sistcm Administrasi Kependudukan yang utuh dan optima].

Administrasi Kependudukan set>agai suatu sistcm dihampkan dapat 

diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan udministmsi negara. 

Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan mcmberikjin 

pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan puhlik scrta 

perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa 

adanya perlakuan yang diskriminatif.

Pembcntukan Peraturan Dacrah tentang!Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kejwialian 

hukum guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman nmsyniikluit 

serta menciptakan database kependudukan yang sah, akural dan dn|Nit 

dipertanggungjawabkan merupakan salah satu upaya mengutasi 

permasalahan yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang.

t
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ‘

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. -

Pasal 8 

Ayat (1)

f hu ru fa

Yang dimaksud dcngan data agrerat adaluh data yang 

disajikan dalara angka-angka. 

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 9 

Ayat(l)

Cukup jelas 

Ayat (2)

Yang dimaksud 

pembetulan.

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

P asal 19

C u k u p  je la s .



Cukup jelas.

P asal 21

Cukup jelas.

P-isal 22

Cukup jelas

Pa rut I 23

Cukup jclas.

P a sa l 24

Cukup jelas.

P asal 20

Cukup jelas.

P asal 20

Cukup jelas.

P a sjiI 27

Cukup jelas.

Pas<il 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

C ukup  jelas.



Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

- ~ Cukup jelas.

P asal 32

C ukup  je las.

Pasal 36 \

Cukup jelas.
' \

i

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mobilitas prim nsn” adalali j perpindalian 

penduduk dengan tujuan untuk menetapkan dari suatu tempat ke 

tempat Iain melewati batas admlnstratif (migrasi internal) atau bafas 

negara (migrasi intemasional) - !

Huruf b i

Yang dimaksud dengan” mobilitas non peraianen” adalali perpindalian 

penduduk dengan tujuan untuk tidak xnenetap dari su;ltu tempat ke 

tempat yang lain melewati hatas administratif, Uiik ulang-aiik 

inaupun menginap. I

Huiuf c

Yang dimaksud dengan “uibanisasi" adaJah perpirukthah jx-nduduk 

dari desa ke kota. !

Pasal 38

Cukup jelas.
ii

P asal 39

C u k u p  je las.



Pasal 41

Cukupjelas.

Pasal 42

Cukupjelas.

Pasal 43

Cukupjelas.

Pasal 44

Cukupjelas.

Pasal 45 ,

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019

nom or y

P asal 40

C u k u p je la s .


